BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

T ' -"BBAWASLU

KABUPATEN PINRANG

JI. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor 177 /IPM.00.02/K.SN-14/09/2023 Pinrang, 14 September 2023
Sifat . Segera

Lampiran : 1 (satu)

Hal . Imbauan

Yth.

di-

1.

11

10.

Ketua KPU Kabupaten Pinrang

Tempat

A. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

Tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesisa Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya
pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten
Pinrang sehubungan telah ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) pada
Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



1. Peraturan mengenai persyaratan Administrasi Bakal Calon, pada pasal-
pasal sebagai berikut:

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 14 yang berbunyi:

(1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf
b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan
keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh
pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat
pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah,
aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas
penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

(3)Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir
masa pencermatan rancangan DCT.

(4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum
diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka
Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian
calon.

Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :
‘Bagi Bakal Calon yang memiliki status sebagai Kepala Desa, Perangkat
Desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik
Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran
diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwewenang pada saat melakukan
pengajuan Bakal Calon.”

Pasal 15 ayat (3), yang berbunyi:
Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa
pencermatan rancangan DCT.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang menghimbau kepada KPU Kabupaten
Pinrang agar menyampaikan kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
diwilayah Kabupaten Pinrang untuk dapat menyampaikan Surat Keputusan
Pemberhentian kepada KPU Kabupaten Pinrang paling lambat tanggal
3 Oktober 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) Jo Pasal 15
ayat (1) jo Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Pinrang
mengimbau kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan dengan mematuhi asas-asas umum pemerintahan

yang baik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Seulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pinrang



